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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6l /PMK.O7 /2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Tfrnjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun
Anggaran 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76|PMK.O7 12014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran
2O14, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2l3|KPIS|BPKADl2OL4 tentang Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2O14, perlu dilakukan pergeseran anggaran;



b.

Mengingat : 1.

d_

bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penlnrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, pada angka III Kebijakan
Penyusunan APBD, angka 1 Pendapatan Daerah huruf c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah poin 8 bahwa
apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2O14 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan
keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2O14 terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pergeseran antar Objek
Belanja dan Rincian Objek Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor
20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014,;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (21 dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011, pergeseran antar Objek Belanja dan Rincian Objek
Belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai dasar pelalsanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 47, Tamba};'an Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tatrun 20O9 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2s4l;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O04 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Irmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14' Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentarrg Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 201O tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rak5rat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 22, Talr:bahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5104);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemalfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 201I
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tatrun 2013 tentang Pedoman Peny'usunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14;

24. Peratwran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ot2 tent-ang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6l IPMK.OT 12014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
T\rnjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun
Anggaran 2014;

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76|PMK.O7 12014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun
Anggaran 2014;

27. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2lslKPTS IB.PKAD l2ol4 tentang Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggarat 2Ol4 ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2O04 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
20O4 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO5 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008
Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor
10);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (l,embaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tatrun 2Ol2 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Ratryat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2OO8 Nomor 23);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2O08 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 20O8 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1.5 Tahun 2008 tentang
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Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Dalam kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor
26\;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kelurahan Dalam kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2O08 Nomor
27l.:'

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 - 2013 (kmbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2008 Nomor 20);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1O Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lemb_araI Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O1O tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2O13 Nomor 6);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1);

41.. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor O1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 1);

42. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 14);
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2. Lampiran I diubah , sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
3. Lampiran II Meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya , Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Kabupaten Muara Enim.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

di Muara Enim
?0 rY.<t zot\

fu"
pada

TI MUARA ENIM, 
}

/*uroo*r^ SOH^R/
Diundangkan di Muara Enim
padatanggal 2cl rrer ?ot q

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR ,7
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Lampiran I Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 32 Tahun 2014

Tanggal ; 28 !]ei 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2014

APBD

NOMOR
URUT

URAIAN
JUMTAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp)

1 2 3 4 5=4-3 6

1

1.1
1.1.1
7.1.2
1.1.3
1.t.4
1.2
1.2.1
1.2.2

I.J

1.3.3

1.3.5

2

2.1
2.t.7
2,t.2
2.1.3
2.t.4
2.!.5
2.1.1

2.1.8
2.2
2.2.1.
2.2.2
2.2.3

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

BELAN]A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik
Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

1.730.301.194.941,19 1.751.643.186.941,19 21.341.992.000,00 1,23

3.627.162.49s,00

34.349.325.099.00

13.305.941,078,00

13.616.042.440,00

72.355.851878,00

1.406.866.688.7s8,19

753.698.210.758,19

593.564.398.000,00

59.604.080.000,00

189.807.343.688,00

145.542.928.495,00

34.349,325.099,00

13.305.941.078,00

13.616.042.440,00

84.271.619.878.00

11.915_766.000,00

0,00

0,00

0,00

11.915.766.000,00

!82
0,00

0,00

0,00

16,47

0,00

0,00

0,00

0r0o

4,97

1.406.866.688.758,19

753.698,210.758,19

593.564.398,000,00

59.604.080.000,00

199.233.569.688,00

0,00

0,00

0,00

0,90

9 .426.226.000,00

0,00

8.275.026.000.00

1.151.200.000,00

58.046,943.100,00

106.727.452.000,00

25.032.948.588,00

58.046.943.100,00

115.002.478.000,00

26.184.148.588,00

0,00

7,75

4,60

1.881.095.071.286,73 t.902.437.063.286,73 21.341.992.000,00 1,13

735.245.954 .434,54

605.710.088.898,80

r.59L.952.327,74

2.799.555.460,00

32.720 .944 .500,00

5.620.000.000,00

76.803.413.248,00

10.000.000.000,00

1.145.849.116.852,19

7 43.520.980 .434,54 8.275.026.000,00

8.275.026.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,13

613.985.114.898,80

1.59t.952.327,74

2.799.555.460,00

32.720 ,944.500,OO

5.620.000.000,00

76.803.413.248,00

10.000.000.000,00

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.158.916.082.852,19

48.145.201.400,00

459.339.553.791,19

651 .431 .327 .661 ,OO

13.066.966.000,00 t,74

0,00

2,41

0,35

48.145.201.400,00

448.548.035.691,19

649.155.879.761,00

0,00

10.791,518.100,00

2.275.447.900,00
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I{OItlOR
URUT

I,JMIAN IUMIAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKUMNG)

SEBELUII PERGESEMT{ SETELAH PERGESER,AN (Rp) qo

1 2 3 4 5=4-3 6

3

3.1
3.1.1
3.t.4
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2

ST'RPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIITIAA PEMBIAYAAN DAEMH

Sisa Letih Perhihrngan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan Pinjaman Daerah

Penedmaan Piutang Daerah

PE GELUARA PEiiBIAYMI{ DAERAH

Pembentukan Dana Cadangan

Pelryertaan Modal / Invesbsi Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

STSA LEBIH PEITIBIAYAAN A GGARAI{ TAHUT{ BERKENAAI{

(150.793.875.345,54) (1s0.793.876.345,54) 0,00 0,00

29.990.906.34s,s4 294.990.906.345,54 0,00 0,00

t77.469.692,288,28

97.317.000.000,00

20.20/.-2r4.057,26

L77.469.692.284,28

97.317.000.000,00

20.2M.2L4.057 ,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1214.197.030.000,00 144.197.030.000,00 0,00 0,00

19.8s9.500.000,00

124.337.s30.000,00
19.859.500.000,00

124.337.530,000,00
0,00

0,00

0,00

000

150.793.876.345,54 150.793.876.345,54 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

A ,rlo"r-*ro" /
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